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13 TAHUN : 2000
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bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu

bahwa penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerin-
tahan Daerah Kabupaten dalam  Lingkungan Jawa Barat

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri,

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun

NOMOR :
ERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 12 TAHUN 2000
TENTANG :
PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN CIANJUR
Menimbang : a.
segera menetapkan Peraturan Desa;
b.
Mengingat 1.
(Berita Negara Tahun 19350);
2.
Lembaran Negara Nomor 3839);
3
1979 tentang Pemerintahan Desa;
4.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

S. Keputusan ...,



Menetapkan :

[

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
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PERATURAN D
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alam Peraturan Daerah

SA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

”

1 yang dimaksud dengan :

b T A

adalah perangkat dacrah Kabupaten Cianjur yang wilayah

Camat adalah praig

kerjanva meliputi Desa vang bersangkutan;

N

.Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa yang

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan
pcenyclenggara dan  pconanggung jawab utama di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintaban Desa, urusan
pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan
ketertiban;

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vang memiliki

kewepnangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan asal l_su] dan ndat istiadat set-mpat

a adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

h peraturan yang telah ditetapkan
Desa dan BPD setelah dimusyawarahkar

chmuxaxaucan mengikat kepada seluruh warga masyarakat;

. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang

merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa;

b

h. Badan ....
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. Badan Perwaldilan Desa vango v919ﬂ1“f~vlwa r]{eebnt BPD adalah

i CluaCuacuras

Badan Perwakilan vang te -rdiri atas pemuka-pemuka masyarakat

di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, mcmbuat

Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat seria melakukan pengawasan terhadap
nenyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB 11

Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan
rapat yang harus dihadiri oleh :

Sckurang-kurangnya dua pc"*"*a

Desa dan Perangkat Des
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al jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah
ebagalmana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Rapat BPD
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BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama.
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rasdat o

Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa
ata‘\l'\pi'l - BDT\
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Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam aya

D

{1) Pasal ini disampaikan kepada para anggota BPD un ﬁ“k

dilakukan pembahasan dan penetapan.

Pasal 4
Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka
dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai

Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa

v 1gadakan rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan
ondisi setempat.

Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) Pasal ini

diberitahukan kepada Camat sebagai bahan laporan kepada
Bupati.
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Rancangan  Peraturan Desa yang  menyangkut  bidang
pembangunan Desa di dalam penyusunannya, Kepala Desa dan

BPD dibantu oleh Lembaga Masyarakat yang mengurus mengenai
pembangunan desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan
harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang
e I tan PSR =P PN PR SUPS AN SO AN ntangan A e T Y]

be:xa_usx\‘d SCiia 4G bolch bertentar igan aliigail plradurail
perundang-undangan yvang berlaku.

(2) Apabila musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini tidak tercapai, maka dilaksanakan pemungutan suara
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BENTUK PERATURAN DESA
Pasal 7
Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Dacrah ini.

oleh hepeua Desa bersama BPD.

{2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
adalah Peraturan Desa yang :

a. Bersifat mengatur;
b. Menyangkut kepentingan Masyarakat Desa;
¢. Yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.

(3} Peraturan Desa vang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) selambat-lambatnya 10 (ima belas) hari,

Tprn'hnqnﬂnvn disamnailkan kenada Rn
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kepada Camat.

BABYV ...
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BABV
PELAKSANAAN
Pasal 9
Peraturan Desa harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.

kan Peraturan Desa mengenai Pembangunan
Desa, Kepaia Desa dibantu oleh kerangk t Desa dan Lembaga
™

engatur mengoenai Pemh ngunan Desa,
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raturan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Kepala Desa mene’rapkdn kebijjaksanaan

pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pagal ini discnn'\peika_ll kepada Bunati tembusannva kepor‘o

2 ey A1ak Ly ce or LW Ko 4

Camat.

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN
Pasai 11

Kenala Desa memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan
Peraturan Desa kepada BPD, sekurang-kurangnya sekali dalam

a2

epala Desa memberikan keterangan pertanggung jawaban

bagmmana dimaksud dalam

mbusannya Kepada Camat

yvat {1) Pasal ini kepada Bupati
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r’envampalan Kereranoan seoagalmana dimaksud paaa ava (<)

Pasal ini sclambat-lambatnya 14 {empat belas) han

Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan
Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentmgan
umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya.

Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
diberitahukan  kepada DPemcrintah Desa dan BPD yang
bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Pemerintah ...
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merintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan
pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa
scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat
mengajukan  keberatan kepada Pemerintah dan atau
Pemermiah Propinsi seiclah mengajukan kepada Pemerintah
Kabupaten.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian
olch Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianijur
P

pada mngoal 13 September 2000
BUPAT]I KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

HARKAT HANDIAMIHARD.JA

P uran rah ini disetujui oleh Dewar: Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur dengan wop _Ltus,ll Nomor 12/Dp.172/
Kep.DPRD/ 2000 tangx21 13 September 2000.
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WASTDI SWASTOMO

NIP. 010 086 900

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN
NOMOR 13 SERI E



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG :

PERATURAN DESA

CONTOH : BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA .o 1)
KECAMATAN ..o, 2) KABUPATEN ......cocoiviiiiiiiiinn, 3)
NOMOR ................ TAHUN ................
TENTANG
A\
............................................................................................................... "T)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALADESA ... 1)
Menimbang e e e 5)
Mengingat PP 6)
Memperhatikan ... 7)
Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan BPD ............ 1)
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Peraturan Desa ... 1)
Kecamatan ..., 2)
Kabupaten .......coooovvinniiiiinnn . 3)

Pasal ....



DAFTAR ANGGOTA BPD TERLAMPIR, MERUPAKAN BAGIAT

D

ADPAT

LA £%1

DIPISAHKAN DE

NGA

...................

N PER

YAT

ATURAN INIL

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 13 September 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

Cap / ttd.



